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ARAHAN VISI, MISI dan PROGRAM STRATEGIS





1. Arahan Visi, Misi dan Program Strategis	
Untuk mendapatkan gambaran sederhana dan mudah dipahami (oleh masyarakat) maka kebijakan pembangunan (jangka menengah) dapat diringkas dalam suatu visi, misi, dan program strategis/unggulan guna menjawab berbagai tantangan dan isu strategis pembangunan yang dihadapi oleh Kaltim untuk periode tahun 2018-2023. Arahan visi, misi, dan program strategis pada bab ini dirumuskan secara teknokratik berdasarkan analisis permasalahan dan isu strategis daerah, termasuk memedomani berbagai dokumen perencanaan terkait lainnya. 
	Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi harus dapat menggambarkan capaian spesifik tiap periode kebijakan dimana visi pembangunan jangka panjang merupakan rangkaian pencapaian visi pembangunan jangka menengah tahap demi tahap dalam 5 (lima) tahun per tahapan selama 20 (dua puluh) tahun. Sebagaimana kita ketahui, Visi RPJPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2005-2025 (sebagai rujukan utama perumusan kebijakan pembangunan jangka panjang) adalah “Terwujudnya Masyarakat yang Adil dan Sejahtera dalam Pembangunan Berkelanjutan”. Dengan demikian, visi pembangunan jangka menengah tahun 2018-2023 harus merujuk dan merupakan bagian dari kondisi yang ingin diwujudkan pada akhir tahun 2025; sebagaimana dijelaskan dalam arah kebijakan RPJPD tahap IV yaitu mampu mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera di segenap wilayah dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. 
	Visi pembangunan tahun 2018-2023 juga harus menjadi arah kebijakan yang berkesinambungan dengan visi pembangunan periode sebelumnya (RPJMD Tahun 2013-2018) dan visi pembangunan nasional (RPJMN 2015-2019) dengan tetap memberikan ruang yang cukup tentang bagaimana sasaran pembangunan akan diwujudkan pada tahap kebijakan yang baru. Ketidak-sinambungan kebijakan pembangunan dimaksud berakibat pada kemubaziran sebagian pendanaan pembangunan pada periode lama yang harus mengalami “mati suri” atau tidak sinkronnya kebijakan pusat-daerah sehingga kebijakan pembanguan tidak berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
	Dari ketiga dokumen perencanaan utama dimaksud, didapat kata kunci penting: adil, mandiri, sejahtera, dan pembangunan berkelanjutan. Hubungan antara visi RPJPD Kaltim 2005-2025, RPJMN 2015-2019, dan RPJMD Kaltim 2013-2018 dengan kata kunci untuk perumusan/arahan Visi Pembangunan Provinsi Kaltim 2018-2023, sebagai berikut.

Gambar 4.1 
Hubungan Visi dalam RPJPD, RPJMN dan RPJMD Teknokratik Provinsi Kaltim
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	Calon Kepala Daerah periode 2018-2023 juga harus memerhatikan Visi RPJMD Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Timur agar sejalan dengan rumusan dan tahapan pelaksanaan rencana pembangunan selama periode lima tahun kepemimpinan. 
	Berdasarkan visi kab/kota se-Provinsi Kalimantan Timur, dapat disimpulkan kata kunci visi pembangunan di setiap daerah meliputi: sejahtera, mandiri, maju, adil, agroindustri, berwawasan lingkungan, dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. 
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa arahan visi teknokratik Provinsi Kaltim tahun 2018-2023 dapat diusulkan berdasarkan permasalahan, isu strategis, dan kata kunci visi yang berasal dari visi RPJMD kab/kota se-Kaltim serta visi RPJMN 2015-2019 dan visi RPJPD Kaltim 2005-2025. Sehingga, arahan visi Pembangunan (teknokratik) Provinsi Kaltim Tahun 2018-2023 adalah: 

“Terwujudnya Pembangunan Berkelanjutan Menuju Kalimantan Timur yang Aman, Adil, Mandiri, dan Sejahtera Berbasis Hilirisasi dan Ekonomi Kreatif”

	Arahan visi di atas dimaksudkan bahwa gambaran umum capaian pembangunan dalam lima tahun mendatang untuk mewujudkan kesejahteraan yang berdimensi keadilan yang memandirikan dengan memerhatikan isu kekinian berupa pentingnya menghadirkan rasa aman bagi masyarakat untuk berpenghidupan. Adapun penopang utama kesejahteraan tersebut adalah dengan menuntaskan basis ekonomi penting Kaltim dalam memperkuat hilirisasi dan menyongsong era ekonomi kreatif.
	Pembangunan berkelanjutan harus dapat mewujudkan kesejahteraan secara imbang antara aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Sejahtera adalah suatu kondisi di mana manusia hidup dalam keadaan makmur, sehat, damai, dan berpengetahuan. Kesejahteraan yang hakiki juga dimaknai sebagai suatu kondisi yang adil dan memandirikan. Adil adalah dimensi sosial untuk menggambarkan diperolehnya hak-hak dasar masyarakat yang memiliki keberpihakan terhadap pihak yang lemah; yang dalam pembangunan diwujudkan dengan makin rendahnya gap antara wilayah atau golongan masyarakat berpenghasilan tinggi dan yang rendah.
	Selanjutnya, aman adalah kondisi tenteram dimana masyarakat terbebas dari berbagai ancaman dalam menjalani kesehariannya, termasuk menyangkut hak asasi atas berbagai perbedaan dalam kebinekaan. Terwujudnya rasa aman menjadi komitmen daerah untuk merespon isu strategis atas anasir intoleransi dan radikalisme yang saat ini sedang menggejala baik di tingkat nasional maupun internasional. Adapun mandiri adalah kapitalisasi dari kemajuan pembangunan aspek ekonomi, sosial, budaya yang dijadikan sebagai modal dalam menguatkan tapak kemandirian dalam mengurangi ketergantungan dalam kebijakan dan pendanaan pembangunan; termasuk kemandirian masyarakat itu sendiri.
	Untuk mewujudkan visi maka diperlukan serangkaian misi. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dengan melihat fokus dan peta permasalahan dan isu strategis serta amanat misi dalam RPJPD dan RPJMN maka arahan misi pembangunan 2018-2023 adalah:
1. Menyiapkan SDM yang unggul dan siap pakai;
2. Memperkuat struktur ekonomi yang berkelanjutan dan berkerakyatan;
3. Meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas wilayah, melalui infrastruktur daerah yang handal;
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik
5. Memelihara kelestarian lingkungan hidup dalam rangka pembangunan berkelanjutan

[bookmark: _Hlk497908226]		Kelima arahan misi tersebut merupakan gambaran umum bagaimana kebijakan pembangunan akan ditempuh selama lima tahun mendatang dimana misi tentang SDM merupakan ujung tombak kebijakan yang didukung oleh misi-misi yang lain. Misi pertama yang berhubungan dengan masyarakat dan SDM tidak dapat berdiri sendiri dimana misi-misi yang lain juga turut dan saling mendukung. Untuk menghadirkan kesejahteraan pada aspek masyarakat dalam konteks SDM yang berkualitas perlu penguatan struktur ekonomi dan dukungan infrastruktur guna menopang kebutuhan pengembangan SDM termasuk di dalamnya untuk memenuhi kebutuhan pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, dan keberlanjutan lingkungan. Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang menjamin terciptanya ketahanan sosial, ekonomi, lingkungan dan didukung oleh kesehatan ekosistem dan pengelolaan emisi tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya jika tidak ditopang oleh tata kelola Pemerintahan yang berorientasi pada kualitas pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik yang didukung dengan Tata kelola pemerintah yang baik guna menunjang tercapainya Visi-Misi Kaltim 2018-2023. Penjelasan masing-masing arahan Misi teknokratik RPJMD Provinsi Kaltim 2018-2023 adalah sebagai berikut:

1. Menyiapkan SDM yang Unggul dan Siap Pakai
		SDM yang unggul/berkualitas merupakan modal penting dalam pembangunan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan SDM yang unggul perlu pengembangan pendidikan dan kesehatan yang merata di Provinsi Kaltim. Perhatian khusus diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan kemampuan bersaing dengan tenaga kerja baik regional maupun nasional, bahkan untuk mengantisipasi dimulainya Masyarakat Ekonomi Asia, yang memperbolehkan masuknya tenaga kerja asing untuk mengisi pasar tenaga kerja Asia. Selain pendidikan formal umum, maka pendidikan formal kejuruan maupun vokasi kejuruan juga dapat didorong untuk mempercepat penyiapan SDM yang tepat sasaran. Namun, untuk mewujudkan itu semua penting dibangun komitmen bersama untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat sebagai kondisi pemungkin diselenggarakannya pembangunan. Misi pertama ini memiliki tujuan:
1) Meningkatkan kondusivitas sosial budaya, dengan sasaran:
(1) Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat
2) Meningkatkan kualitas SDM, dengan sasaran:
(1) Meningkatnya kualitas Pendidikan
(2) Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
(3) Meningkatnya daya saing tenaga kerja
2. Memperkuat Struktur Ekonomi yang Berkelanjutan dan Berkerakyatan
		Hilirisasi industri dan penguatan transformasi ekonomi menjadi kata kunci perbaikan ekonomi Kalimantan Timur ke depan. Hal ini didukung dengan pertumbuhan positif sektor pengadaan listrik dan gas, pengadaan air bersih, pengelolaan sampah dan limbah, sarana informasi dan komunikasi, jasa pendidikan, transportasi dan pergudangan, di mana kesemuanya sangat diperlukan untuk mendukung perbaikan perekonomian Kalimantan Timur tanpa sepenuhnya menggantungkan pada kekuatan sumberdaya alam yang tidak terbarukan khususnya sektor pertambangan dan penggalian. Selain itu, pembangunan yang dilakukan masih belum dinikmati secara merata oleh masyarakat. Oleh karena itu, pengembangan ekonomi berbasis kerakyatan mutlak diperlukan  agar kesejahteraan masyarakat lebih merata.  Pengembangan ekonomi berbasis kerakyatan dapat dilakukan melalui pengembangan kebun rakyat yang bermitra dengan perusahana perkebunan. Langkah ini akan meningkatkan nilai tambah bruto sektor perkebunan, meningkatkan pendapatan masyarakat perdesaan, menciptakan lapangan kerja dan sekaligus meningkatkan cadangan karbon. Misi kedua ini memiliki tujuan:
1) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan sasaran:
(1) Menurunnya tingkat kemiskinan
(2) Menurunnya tingkat pengangguran
2) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkerakyatan, dengan sasaran:
(1) Meningkatnya usaha mikro dan menengah pada sektor pertanian dalam arti luas
(2) Meningkatnya kontribusi sektor pertanian
(3) Meningkatnya kontribusi sektor industri
(4) Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan dan jasa
(5) Meningkatnya kontribusi sektor Pariwisata
3. Meningkatkan Aksesibilitas dan Konektivitas Wilayah
		Aksesibilitas dan konektivitas wilayah merupakan hal yang sangat penting untuk menunjang pembangunan di segala bidang. Penyediaan infrastruktur yang berkualitas akan memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur ke depan. Misi ketiga ini memiliki tujuan:
1) Mewujudkan infrastruktur daerah yang handal untuk menunjang kemandirian ekonomi daerah, dengan sasaran:
(1) Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan infrastruktur dasar
(2) Meningkatnya arus barang dan jasa
(3) Meningkatnya akses telekomunikasi dan teknologi informatika

4. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berorientasi pada Pelayanan Publik
		Salah satu isu nasional dan global saat ini adalah tata kelola pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Tata kelola yang buruk cenderung menjadikan pemerintahan yang koruptif dan inefisien sehinga tidak mampu menyajikan pelayanan prima. Kondisi sedemikian ini pada gilirannya dapat melemahkan dan bahkan menurunkan kewibawaan pemerintah di mata masyarakat termasuk buruknya kualitas (pengelolaan) kebijakan publik yang selaras dengan prioritas daerah. Misi keempat ini memiliki tujuan:
1) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani, dengan sasaran:
(1) Terwujudnya pemerintahan yang terbuka, bersih dan bebas KKN.
(2) Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik.
(3) Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja.



5.   Memelihara Kelestarian Lingkungan Hidup 
		Sebagai bagian dari wilayah Kalimantan yang memiliki kekayaan alam melimpah, Provinsi Kaltim harus memiliki perencanaan yang baik dalam mengelola dan memanfaatkan potensi sumber daya alam. Setiap pengembangan wilayah perlu memperhatikan keberlanjutan kawasan demi terjaganya keberlanjutan lingkungan. Selain itu, produksi kayu tebangan maupun kayu olahan juga tetap berlangsung di Kalimantan Timur yang diproduksi dari IUPHHK-Hutan Alam, IUPHHK-Hutan Tanaman dan IUPHHK-Hutan Tanaman Rakyat. Ketentuan pengelolaan hutan lestari dan keberlanjutan sumberdaya hutan, diantaranya melalui perlindungan kawasan bernilai konservsi tinggi dan pembalakan ramah lingkungan (Reduced Impact Logging/RIL) harus menjadi prioritas setiap program pemerintah agar target pemerintah untuk mengembalikan kelesatrian lingkungan dan penurunan emisi dapat tercapai. 
Kegiatan pertambangan batubara pada 7 (tujuh) kabupaten/kota di Kaltim dengan menggunakan metode “Penambangan Terbuka” (Open Pit) berpotensi dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup seperti: perubahan/kerusakan bentang alam, peningkatan partikel debu, peningkatan laju erosi, sedimentasi dan limpasan air permukaan, serta pendangkalan dan pencemaran sungai, penurunan kualitas udara, air dan tanah/lahan, terganggunya habitat flora fauna, serta biota perairan, dan terganggunya kesehatan masyarakat, bahkan ditengarai juga dapat menopang terjadinya bencana banjir. Oleh karena itu, penertiban dan penerapan good mining practices sangat mendesak dilakukan. Misi kelima ini memiliki tujuan:
1) Melestarikan lingkungan hidup untuk menunjang pembangunan berkelanjutan, dengan sasaran:
(1) Meningkatnya indeks kualitas lingkungan Hidup
(2) Meningkatnya indeks tutupan hutan
(3) Menurunnya tingkat emisi GRK
(4) Meningkatnya pemanfaatan energi terbarukan

	Untuk mewujudkan visi dan menjabarkan misi dalam langkah riil yang langsung dapat menyentuh permasalahan di masyarakat maka diperlukan berbagai terobosan dalam suatu program unggulan pembangunan daerah dalam 14 prioritas, sebagai berikut.







Tabel 4.1. 
Prioritas dan Program Unggulan
	Arahan Misi 1: Menyiapakan SDM yang Unggul dan Siap Pakai

	1.
	“Kaltim Damai”
· Peningkatan kesadaran dan peran aktif masyarakat dalam tertib dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan
· Peningkatan koordinasi dan kerjasama antar lembaga pertahanan dan keamanan
· Peningkatan kapasitas dan kinerja lembaga keamanan

	2.
	“Kaltim Cerdas”
· Perluasan akses wajib belajar 12 tahun
· Peningkatan keberlanjutan anak putus sekolah
· Pengembangan sekolah berkebutuhan khusus
· Pengembangan pendidikan keterampilan/vokasi yang sesuai dengan potensi industry.
· Pengembangan industri kreatif dan kewirausahaan sekolah.
· Sertifikasi bagi lulusan SMK, Diploma Poltek dan S1
· Pengembangan prodi di Poltek sesuai bidang (D-I D-IV)
· Pemerataan kualitas (sertifikasi) dan kuantitas guru di setiap kabupaten/kota
· Penataan kelembagaan pendidikan menengah (SMA, SMK, SLB)
· Penyelenggaraan Kegiatan di luar SMK dan Poltek
· Pengembangan bidang-bidang keahlian di BLK

	3.
	”Kaltim sehat”
· Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak
· Pencegahan dan Pemberantasan penyakit menular dan penyakit tidak menular
· Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

	4.
	”Kaltim Terampil”
· Sertifikasi keahlian bagi para pencari kerja
· Peningkatan kemampuan berkomunikasi bagi pengelola BLK
· Peningkatan kualitas instruktur pelatihan sesuai kebutuhan

	Arahan Misi 2: Memperkuat Struktur Ekonomi yang Berkelanjutan dan Berkerakyatan

	5.
	”Kaltim Bebas Kemiskinan”
· Peningkatan pemberdayaan dan perlindungan serta rehabilitasi masyarakat miskin
· Pemberian subsidi yang tepat guna

	6.
	”Kaltim Berekonomi kerakyatan”
· Pengembangan iklim usaha dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
· Peningkatan Ekonomi Pariwisata
· Penumbuhan kewirausahaan dan industri ekonomi kreatif berbasis digital (TIK)

	7.
	”Kaltim menuju Ekonomi Hijau”
· Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian
· Peningkatan ketahanan pangan 
· Penyediaan infrastruktur dan sarana pendukung pertanian

	8.
	”Kaltim menuju Industri Unggul”
· Operasionalisasi kawasan industri secara maksimal
· Pengembangan industri pertanian
· Perbaikan iklim dan kemudahan perijinan investasi
· Pengembangan industri turunan perkebunan (sawit)
· Pengembangan industri olahan skala mikro kecil (rumah tangga)
· Pengembangan Kawasan Industri Berbasis Klaster

	9.
	”Kaltim Pusat Distribusi”
· Peningkatan sarana dan prasarana perdagangan yang representative

	10.
	”Kaltim Pusat Pariwisata Dunia”
· Mewujudkan destinasi Kaltim bertarat internasional
· Peningkatan pemasaran pariwisata yang intensif, inovatif dan interaktif

	Arahan Misi 3: Meningkatkan Aksesibilitas dan Konektivitas Wilayah

	11.
	”Kaltim Menuju Infrastruktur Berkualitas”
· Penyediaan hunian yang layak
· Pemantapan infrastuktur penyedia air bersih dan air baku
· Perbaikan jaringan  distribusi Listrik, pengadaan akses untuk daerah-daerah remote
· Melistriki daerah-daerah terpencil antara lain Mahakam Ulu, Paser, Kubar, Kukar, Kutim, PPU
· Menurunkan luas wilayah yang belum terlayani telekomunikasi

	12.
	”Kaltim Terkoneksi dan Terakses”
· Membuka konektivitas ke Mahulu
· Mempercepat akses ke KEK Maloy
· Penyediaan infrastruktur penunjang 8 kawasan Strategis Provinsi (KSP)
· Meningkatnya akses telekomunikasi dan teknologi informatika.
· Peningkatan Sarana dan Prasarana Telekomunikasi dan teknologi informatika

	Arahan Misi 4: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang berorientasi 
pada pelayanan publik

	13.
	”Kaltim Melayani”
· Pembinaan, penataan, dan pengawasan pengelolaan keuangan dan aset daerah
· Peningkatan Pengelolaan Keuangan daerah yang berorientasi pada kinerja aparatur
· Peningkatan kualitas dan penerapan standar pelayanan minimal pelayanan publik


	Arahan Misi 5: Memelihara kelestarian lingkungan hidup

	14.
	”Kaltim Ramah Lingkungan”
· Pencegahan pengurangan hutan (deforestasi)
· Meningkatkan luas penghutanan kembali (reforestasi, aforestasi, reboisasi, rehabilitasi, reklamasi)
· Pengendalian pencemaran air, tanah, dan udara (emisi karbon)
· Pengembangan energi baru dan terbarukan
· Peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang
· Peningkatan kualitas penataan ruang.
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HUBUNGAN VISI DALAM RPJPD, RPJMN DAN RPJMD PROV. KALIMANTAN TIMUR

Visi RPJPD Kaltim 

2005-2025

"Terwujudnya Masyarakat yang Adil dan Sejahtera dalam Pembangunan Berkelanjutan" 

Visi RPJMN 2015-2019

"Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkeperibadian berlandaskan Gotong Royong" 

Visi RPJMD Kaltim 

2013-2018

"Mewujudkan Kaltim Sejahtera yang Merata dan Berkeadilan Berbasis Agroindustri dan Energi Ramah Lingkungan" 

Kata Kunci Arahan Visi RPJMD Kaltim 2018-2023:

Aman, Adil, Sejahtera, Mandiri, Hilirisasi, dan Ekonomi Kreatif

Permasalahan dan Isu Strategis
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